
BERITADAERAH 

PROVINSI JAWA TENGAH 

TAHUN 2008 NOMOR 88 

PERATURAN GUBERNURJAWA TENGAH 

NOMOR 88 TAHUN 2008 

TENTANG 

PENJABARAN TOGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA 
KERJABADAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI 

JAWATENGAH 

DENGAN RAHMAT TUHANYANG MAHAESA 

GUBERNUR.TAWA TENGAH, 

Menimbang bahwadalamrangkamelaksanakanketentuanPasal 
59 Peraturan Dae:rah Provinsi Jawa Tengah Nomor 
7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja 
Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka perlu 
menetapkan Peraturan Gubernur tentang 
Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata 
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Mengingat 
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Kerja Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa 
Tengah; 

1. Undang-Undang Noinor 10 Tahun 1950 tentang 
PembentukanProvinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4 389); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­ 
U ndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
PemerintahanDaerah (Lembaran NegaraRepublik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan KeuanganAntara Pemerintah Pusat 
Dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

125, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4593); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian UrusanPemerintahanAntaraPemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor4737); 

7. PeratmanPemerintahNomor41 Tahun2007tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor4741); 

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang 
MenjadiKewenanganPemerintahanDaerahProvinsi 
Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, 
TambahanLembaranDaerahProvinsiJawaTengah 
Nomor8); 

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 
Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 
Inspektorat, Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi 
Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Tahun 2008 Nomor 7 Seri D Nomor 3, 
Tambahan LembaranDaerah.Provinsi Jawa Tengah 
Nomor 13); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 
2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi 
Perangkat Daerah; 
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, Menetapkan 
MEMUTUSKAN, 

PERATURAN GUBERNUR TRNTANG 
PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI 
DAN TATA KERJA BADAN KETAHANAN 
PANGAN PROVINSIJAWA IBNGAH. 

BAB ·II 
PENJABARAN TU GAS POKOK DAN FUNGSI 

Bagian Pertama 
Badan 
Pasal2 

Badan Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan 
penyusunan clan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketahanan 
clan keamanan pangan. 

Pasal3 
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2, BadanKetahanan Pangan mempunyai fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis biclang ketahanan clan keamanan 

pangan; 

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan clan pelayanan umum 
bidang ketahanan clan keamanan pangan; 

c. pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang 
ketersediaan, distribusi, konsumsi clan penganekaragaman serta 
keamanan pangan lingkup provinsi dan kabupaten/kota; 

d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang ketabanan pangan; 
e. pelaksanaan kesekretariatan badan; 

f pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubemur sesuai 
dengan tugas dan fungsinya, 

Bagian Kedua 
Kepala Badan 

Pasa14 
Kepala Badan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai­ 
mana dimaksud dalam Pasal 2 clan Pasal 3. 

BABI 
KETENTUANUMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Gubenurini yang dimaksud dengan: 
1. Provinsi adalahProvinsi Jawa Tengah. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 
3. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Jawa Tengah. 
4. Gubernur adalah Gubemur Jawa Tengah. 
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa 

Tengah. 

6. Badan adalahBadan Ketabanan Pangan Provinsi Jawa Tengah. 
7, Kepala Badan adalah KepalaBadan KetahananPanganProvinsi 

Jawa Tengah. 

8. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB 
adalah UnitPelaksana Teknis Badan yangmelaksanakan sebagian 
kegiatan teknis operasional dan/atau teknis kegiatan penunjang 
yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kabupaten/ 
kota. 

9. Jabatan Fungsional adalahkedudukan yang menunjukkan, tugas, 
tanggungjawab, wewenang clanhak seseorang Pegawai Negeri 
Sipil dalam satuanorganisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya 
didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta 
bersifat mandiri. 
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Pasa15 

(1) Kepala Badan, membawahkan: 

a. Sekretariat; 

b. Bidang Ketersediaan Pangan; 

c. Bidang Distribusi Pangan; 
d. Bidang Konsumsi DanPenganekaragamanPangan; 

e. Bidang Keamanan Pangan; 

f UPIB; 

g. KelompokJabatan Fungsional. 

(2) Sekretariat sebagaimanadimaksud pada ayat (1 ), dipimpin oleh 
seorang Sekretaris yang berada di bawah clan bertanggungjawab 
kepada Kepala Badan. 

(3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), masing­ 
masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di 
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. 

( 4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1 ), dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai 
KetuaKelompok clan bertanggungjawab kepadaKepalaBadan. 

Bagian Ketiga 
Sekretariat 

Pasal6 
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan 
kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas 
secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang 
program, keuangan, umum dankepegawaian. 
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Pasal 7 
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, 
Sekretariatmempunyai fungsi: 
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, 

pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, 
pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bi dang program; 

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, 
pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, 
pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan; 

c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, 
pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, 
pelayanan adm.inistrasi, dan pelaksanaan di bi dang umum dan 
kepegawaian; 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikanolehKepala Badan sesuai 
dengan tugas clan fimgsinya. 

Pasal8 

(1) Sekretariat, membawahkan: 
a. SubbagianProgram; 
b. SubbagianKeuangan; 
c. Subbagian Umum Dan Kepegawaian. 

(2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (I), 
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang 
berada di bawah clan bertanggungjawab kepada Sekretaris. 

Pasal9 
Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 
perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian 
penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan 
pelaksanaan di bidang program, meliputi : koordinasi perencanaan, 
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pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan sistem informasi 
di lingkunganBadan. 

Pasal 10 
Subbagian Keuanganmempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 
perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian 
penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan 
pelaksanaan di bi dang keuangan, meliputi : pengelolaan keuangan, 
verifikasi, pembukuan dan akuntansi di lingkungan Badan. 

Pasal 11 
Subbagian Umum Dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, 
pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan 
administrasi, clan pelaksanaan di biclang umum clan kepegawaian, 
meliputi : pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, humas, 
organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan 
perlengkapan di lingkungan Badan. 

Bagian Keempat 
Bidang Ketersediaan Pangan 

Pasal 12 

Bidang Ketersediaan Pangan mempunyai tugas melaksanakan 
penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan 
di bidang ketersediaan dan cadangan pangan, dankemandirian pangan. 

Pasal 13 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 12, Bidang Ketersediaan Pangan mempunyai fungsi: 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan clan 
pelaksanaan di bi dang ketersediaan dan cadangan pangan; 

c. pelaksanaantagas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai 
dengan tugas dan fimgsinya 

Pasal 14 

(1) Bidang Ketersediaan Pangan, membawahkan: 

a .. Subbidang KetersediaanDan CadanganPangan; 

b. Subbidang KemandirianPangan. 

(2) Subbidang-subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat(l), 
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepa.la Subbidang, yang 
berada di bawah clan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang 
KetersediaanPangan. 

Pasal 15 

Subbidang KetersediaanDan Cadangan Pangan mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan perwnusan kebijakan teknis, pembinaan 
danpelaksanaan di bidang ketersediaan dan cadangao pangan, meliputi: 
indentifikasi ketersedian clan keragaman produk pangan, koordinasi 
pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat 
menurunnya ketersediaan pangan karena berbagai sebab, pembinaan 
cadangan -pangan di masyarakat, pengembangan dan pengaturan 
cadanganpanganpokok tertentu provinsi, koordinasi dan pengendalian 
cadangan panganpemerintah dan masyarakat, · 

Pasal 16 

Subbidang KemandirianPanganmempunyai tugasmelakukan penyiapan 
bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan clan pelaksanaan di 
bidang kemandirian pangan, meliputi : koordinasi penanganankerawanan 
pangan provinsi, pengendalian kerawanan pangan wilayah provinsi, 
identifikasi 1-embaga swadaya masyarakat dan tokoh masyarakat 
provinsi, pengembangan clan fasilitasi forum masyarakat provinsi, 
pengembangan trust fund provinsi. 

b. 
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penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 
pelaksanaan di bidang kemandirian pangan; 
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Bagian Kellina 
Bidang Distribusi Pangan 

Pasal 17 
�lidang Distribusi Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 
1-x:rumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang 
distribusi dan pemasaran pangan, dan analisis aksesdan harga pangan. 

Pasal 18 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 17, Bidang Distribusi Pangan mempunyai fungsi: 

distribusi pangan clan koordinasi pengembangan infrastruktur pangan 
provinsi. 

Pasal 21 

Subbidang Analisis Akses Dan Harga Pangan mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan 
clan pelaksanaan di biclang analisis akses clan harga pangan, meliputi : 
koordinasi pencegahan penurunan akses pangan masyarakat clan 
peningkatan akses pangan masyarakat, informasi harga di provinsi, dan 
pengembangan jaringan pasar di wilayah provinsi. 

(1) 

(2) 

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 
pelaksanaan distribusi dan pemasaran pangan; 
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan clan 
pelaksanaan analisis akses clan harga pangan; 
pelaksanaan tugas lain yang diberikan olehKepala Badan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal 19 

Bidang Distribusi Pangan, membawahkan: 
a. Subbidang Distribusi Dan Pemasaran Pangan; 
b. SubbidangAnalisis Akses Dan Harga Pangan. 
Subbidang-subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), 
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang, yang 
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang 
Distribusi Pangan. 

Bagian Keenam 
Bidang Konsumsi Dan Penganekaragaman Pangan 

Pasal22 

Bidang Konsumsi Dan Penganekaragaman Pangan mempunyai tugas 
melaksanakan penyiapan perumusankebijakan teknis, pembinaan dan 
pelaksanaan di bidang konsumsi pangan, dan pengolahan clan 
penganekaragaman pangan. 

Pasal23 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 22, Bidang Konsumsi DanPenganekaragamanPanganmempunyai 
fuogsi: 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan clan 
pelaksanaan konsumsi pangan; 

b. penyiapan bahan perumusankebijakan teknis, pembinaan dan 
pelaksanaan pengolahan dan penganekaragaman pangan; 

c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai 
dengan tugas clan fungsinya 

Pasal 20 

Subbidang Distribusi Dan Pemasaran Pangan mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan 
dan pelaksanaan di bidang distribusi clan pemasaran pangan, meliputi: 
identifikasi infrastruktur distribusi pangan, pengembangan infrastruktur 
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Pasa124 
(1) Bidang Konsumsi Dan Penganekaragaman Pangan, 

membawahkan: 
a. Subbidang Konsumsi Pangan; 

b. Subbidang PengolahanDanPenganekaragaman Pangan. 
(2) Subbidang-subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), 

masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang 
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang 
Konsumsi Dan PenganekaragamanPangan. 

Pasal25 
Subbidang Konsumsi Panganmempunyai tugas melakukan penyiapan 
bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di 
bidang konsumsi pangan, meliputi : identifikasi pangan pokok 
masyarakat, koordinasi pencegahan dan penanggulangan masalah 
pangan sebagai akibatmenurunnyamutu gizi dankeamanan pangan. 

Pasal26 
Subbidang Pengolahan Dan PenganekaragamanPangan mempunyai 
tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, 
pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengolahan dan 
penganekaragaman pangan, meliputi: identi:fikasi kebutuhan produksi 
dan konsumsi masyarakat, pembinaan peningkatan mutu konsumsi 
masyarakat menuju gizi seimbang berbasis bahan baku lokal. 

Bagian Ketujuh 
Bidang Keamanan Pangan 

Pasal 27 
Bidang KeamananPanganmempunyai tugas melaksanakan penyiapan 
perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang 
pembinaan mutu hasil pangan, dan sertifikasi dan pelabelan produk 
pang an. 

.. Pasal 28 

Pasal30 

SubbidangPembinaanMutuHasilPanganmempunyaitugasmelakukan 
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 
pelaksanaan di bidang pembinaan mutu hasil pangan, meliputi : 
pembinaan mutu dankeamanan pangan pabrikan di provinsi, pembinaan 
sistemmanajemenlaboratorimn uji mutudankeamanan pangan provinsi. 

Pasa131 
Subbidang Sertifikasi Dan Pelabelan Prociuk Pangan mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan 
dan pelaksanaan di bidang sertifikasi dan pelabelan produk pangan, 
meliputi : pengembangan kelembagaan sertifikasi produk pangan segar 
dan pabrikan skala kecil/rumah tangga, pelaksanaan sertifikasi dan 

. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 27, Bidang Keamanan Pangan mempunyai fungsi: 
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 

pelaksanaan pembinaanmutuhasil pangan; 

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaandan 
pelaksanaan sertifikasi dan pelabelan produk pangan; 

c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badansesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal29 

(1) Bidang KeamananPangan, membawahkan: 

a. Subbidang Pembinaan MutuHasil Pangan; 
b. Subbidang Sertifikasi Dan Pelabelan Prociuk Pangan. 

(2) Subbidang-subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (l ), 
masing-masing oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang 
Keamanan Pangan. 
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pelabelan prima wilayah provinsi, pelatihan inspektur, fasilitator, PPNS 
keamanan pangan wilayah provinsi, pembinaan penerapan standar batas 
minimal residu di wilayah provinsi (BMR) dan monitoring otoritas 
kompeten kabupaten/kota. 

Bagian Kedelapan 
Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal32 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Jabatan 
Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

Pasal33 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga 
fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan 
bidang keahliannya 

(2) JumlahJabatanFungsionalsebagaimanadimaksudpadaayat(l), 
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. 

(3) Jenis danjenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang­ 
undangan yang berlaku. 

( 4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1 ), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang­ 
undangan yang berlaku. 

BAB III 
TATAKERJA 

Pasal34 

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan 
Kepala Subbidang dalam melaksanakan tugasnya ber-dasarkan 
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(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

' 
Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Biclang, Kepala Subbagian, 
dan Kepala Subbidang bertanggungjawab dalam memimpin, 
mengkoordinasikan danmemberikan bimbingan serta petunjuk­ 
petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing. 

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, 
dan Kepala Subbidang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk­ 
petunjuk dan bertanggungjawab pada atasan masing-masing 
serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya. 

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, 
tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi 
lain di lingkungan Badan yang secara fungsional mempunyai 
hubungan kerja 
Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Badan, Sekretaris, 
Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Subbidang dari 
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peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang 
ditetapkan oleh Gubemur. 

Pasal35 

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan 
Kepala Subbidang dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan 
prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, 
pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi clan pelaporan 
sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. 

Pasal36 
Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala 
Bidang, Kepala Subbagian, clan Kepala Subbidang, clan Pejabat 
Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan 
sinkronisasi secara vertikal maupun horisontal baik ke dalam maupun 
antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintahan Daerah serta 
instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. 

Pasal37 



bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan 
penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk 
memberikan petunjuk kepada bawahan. 

Pasal38 

Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPTB dan Pejabat Fungsional 
menyampaikan laporan kepada Kepala Badan dan berdasarkan hal 
terse but Sekretaris menyusun laporan berkala kepada Kepala Badan 
kepada Gubemur melalui Sekda. 

B:ABIV 
KEPEGAWAIAN 

Pasal39 

Jenjang Jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlalru. 

Pasal40 

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPTB, Kepala 
Subbagian, Kepala Subbidang dan Ketua Kelompok Jabatan 
FungsionaldilingkunganBadandiangkatclandiberhentikanolehpejabat 
yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

BABV 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal41 

Bagan Organisasi Badan Ketabanan Pangan sebagaimana tercantum 
. dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Peraturan Gubemur ini. 
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BAB VI 

PENUTUP 

Pasal42 
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubemur ini sepanjang 
mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Kepala Badan. 

Pasa143 
Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orangmengetahuinya, memerintabkan pengundangan 
Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam BeritaDaerah 
Provinsi Jawa Tengah. 

Ditetapkan di Semarang 
pada tanggal 31 Juli 2008 
GUBERNURJAWATENGAH 

ttd 

ALIMUFIZ 

Diundangkan di Semarang 

pada tanggal 31 Juli 2008 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 

JAWATENGAH 

ttd 
HADI PRABOWO 

BERITA DAERAH PROVINS! JAWA TENGAH TAHUN 2008 
NOMOR 88 
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